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Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG) ini 
untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan sanksi 
yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang 
tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup dan bagaimana 
tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 
hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak 
pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi 
kepustakaan (library research), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan 
dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data 
yang berkaitan dengan tindak pidana dumping limbah B3, baik berupa sumber 
hukum primer mapunu sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, 
dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, 
kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan 
pola pikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut penulis akibat 
kelalaiannya pengurus korporasi juga turut melakukan tindak pidana dumping 
limbah B3 ke media lingkungan hidup sehingga pertanggungjawaban pidana juga 
dijatuhkan kepada direksi PT. Indominco Mandiri. Selain itu, pidana tambahan 
berupa pemulihan lingkungan hidup juga hendaknya diterapkan sebab 
karakteristik fly ash dan bottom ash  bersifat toxic terhadap makhluk hidup dan 
lingkungannya sekalipun dalam konsentrasi yang relatif kecil. Dalam hukum 
pidana Islam, dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk ke dalam 
tindak pidana ketegori jari>mah ta’zi>r dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi 
jari>mah yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan 
memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan 
dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. 
Menurut penulis, hukum pidana Islam berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup 
perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana sebab kemudharatan harus 
dihilangkan semampunya, selain itu terdapat suatu keterkaitan dengan maqa>s}id 
al-shari>’ah yaitu dengan menjaga al-kulliyya>t al-sitt. 
Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; 
pertama, penegak hukum lebih memperhatikan aspek penjeraan dalam 
mempertimbangkan dan memutus perkara; kedua, pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan secara keseluruhan dan maksimal 
salah satunya pemberian dan evaluasi bimbingan teknis serta pengawasan 
perizinan lingkungan hidup; ketiga, masyarakat turut serta dan berperan aktif 
dalam pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
keempat, pemerintah dan masyarakat beriringan dan secara sinergis melakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.  
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Semua energi, benda, serta keadaan yang ada dalam ruang makhluk 
hidup berada dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup adalah pengertian 
dari lingkungan hidup.
1
 Dengan kata lain, lingkungan hidup adalah interaksi 
atau hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara perilaku 
komponen secara satuan atau materi secara keseluruhan (manusia, tumbuhan, 
hewan, unsur hara, organisme, sampah, dan lain-lain) dengan energi dalam 
suatu ruang atau tempat komponen tersebut berada. 
Indonesia adalah negara hukum.
2
 Hukum sebagai dasar yuridis untuk 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hukum berkedudukan dan 
memiliki arti penting dalam pemecahan dan penyelesaian masalah, salah 
satunya lingkungan hidup. Untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan 
mutu lingkungan, maka perlu instrumen yuridis yang berisi kaidah-kaidah 
pengelolaan (penyelamatan, perlindungan dan pelestarian) lingkungan hidup 
yang dimuat dalam hukum lingkungan hidup.
3
 Selanjutnya, hukum 
pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang menjaga sumber 
daya serta pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan melalui 
                                                          
1
 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan (Jakarta: Erlangga, 2004), 
4. 
2
 UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). 
3
 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2012), 3. 


































perencanaan, pelaksanaan, dan perlindungan lingkungan hidup yang tetap 
memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan.
4
 
Secara yuridis, pengaturan dumping limbah B3 ke media lingkungan 
hidup diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009). UUPPLH-2009 
mengatur pengelolan B3 dan limbah B3, dumping, tugas dan wewenang 
pemerintah daerah, larangan beserta sanksi administratif dan pidana. 
Perbedaan pengaturan mengenai dumping limbah B3 yang paling mendasar 
antara UUPPLH-2009 dengan kedua sumber hukum sebelumnya, Undang-
undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UULH-1982) dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1997), adalah seberapa 
detail ketentuan yuridis membahas terkait dumping limbah B3.  
Tidak ada ketentuan secara khusus terkait dumping limbah B3 yang 
diatur dalam UULH-1982, sedangkan UUPLH-1997 mengatur kewajiban 
pengelolaan B3 dan ketentuan pengelolaannya secara umum serta larangan 
terkait impor limbah B3. Dalam UUPLH-1997 disebutkan bahwa ketentuan 
lain terkait pengelolaan B3 diatur oleh Peraturan Pemerintah. UULH-1982 
dan UUPLH-1997 mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap 
pelaku pencemar maupun perusak lingkungan hidup secara umum. Dalam 
kedua sumber hukum tersebut belum diatur secara khusus mengenai sanksi 
terhadap pelaku dumping limbah B3. 
                                                          
4
 Ibid., 21. 


































Definisi B3 disebutkan dalam ketentuan lain terkait limbah B3 yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 101/2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun yang berbunyi: 
Bahan Berbahaya dan Beracun yang sleanjutnya disebut dengan  B3 
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak linkungan hidup, 





Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah residu kegiatan 
dan/atau usaha yang mengandung B3. Limbah B3 memiliki karakteristik 
mudah meledak, mudah menyala, beracun, reaktif, infeksius, dan korosif.
6
 
Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5 pemanfaatan 
limbah B3 adalah kegiatan reuse (penggunaan kembali) dan/atau recycle 
(daur ulang) dan/atau recovery (perolehan kembali) agar limbah B3 menjadi 
suatu produk yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
7
 Dalam 
pengelolaannya, tentu wajib mengantongi izin sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan 
izin terdiri atas kegiatan: 
a. Pengangkutan; 
b. Penyimpanan sementara; 
c. Pengumpulan; 
d. Pemanfaatan; 
e. Pengolahan; dan 
                                                          
5
 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun, Pasal 1 ayat (1). 
6
 Yulinah Trihadiningrum, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
(Yogyakarta: Teknosain, 2016), 14-15. 
7
 Yondia Vanensashakeh Soemantri, et al, “Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah 
Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015PN.UNR. Jo. Nomor 
162/Pid.Sus/2016/PT.SMG.”, Diponegoro Law Journal, No. 2, Vol. 6, (2017), 8.  



































Dumping limbah B3 adalah tindakan membuang, menempatkan, 
dan/atau memasukkan limbah yang berbahaya dan memiliki unsur racun di 
dalamnya yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta membahayakan 
kelangsungan hidup makhluk hidup (atau dikenal dengan limbah B3) ke 
media lingkungan hidup tanpa izin dari pejabat yang memiliki 
kewenangannya.  
Permasalahan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kualitas 
hidup manusia, memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai yang terkadung dalam 
agama masing-masing masyarakat. Sebagai suatu bentuk kekuatan moral 
sebagai pelestarian daya dukung lingkungan hidup, prinsip-prinsip etika 
lingkungan juga terdapat dalam ajaran Islam.
9
 Dalam hukum Islam, juga 
diatur menganai pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana disebut dalam 
firman Allah S.W.T. dalam QS. Al-Baqarah (2): 205: 
 َل أسىنلٱَو َثأر َألْٱ َكِل أه ُيَو اَهيِف َدِس أف ُِيل ِض أرَ ألْٱ ِفِ ٰىَعَس ٰ ىلََّو َت اَذِإَو  ۗ  ُهىللٱَو  َداَسَفألٱ ُّب
ُِيُ َلَ   
Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi 
untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-





                                                          
8
 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan 
Limbah Berbahaya dan Beracun Pasal 2 ayat (1). 
9
 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 189. 
10
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Sygma Examedia 
Arkanleema, 2009), 32. 


































Pelaku kejahatan lingkungan hidup adalah sifat orang munafik karena 
sejatinya manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana 
disebut dalam QS. Al-An’a>m (8): 165: 
 ٰلَخ أمُكَلَعَج ىِذىلٱ َوُهَو  ٓ ِفِ أمَُكوُل أ بَيِّل ٍت َٰجَرَد ٍض أع َب َق أو َف أمُكَض أع َب َعَفَرَو ِض أرَ ألْٱ َفِئ
اَم  ٓ  َتاَء أمُكٰى  ٓ  ُهىنِإَو ِباَقِعألٱ ُعِيرَس َكىبَر ىنِإۥ  ٌميِحىر ٌروُفَغَل  ٓ  
Artiya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 
(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa 
yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat 
cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.”11 
 
Dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk dalam 
kejahatan. Terdapat tiga macam bentuk kejahatan atau jari>mah jika ditinjau 
dari segi berat ringannya hukuman sebagaimana diaturnya dalam Alquran 
maupun Hadis, antara lain jari>mah h}udu>d, jari>mah qis}a>s}-diat, dan jari>mah 
ta’zi>r.12 Dumping limbah B3 dalam hukum Islam termasuk ke dalam jari>mah 
ta’zi>r karena merupakan hukuman disipliner yang tidak ada ketetapan h{add 
dan kafa>rah.13 Sebagaimana pendapat dari Yusuf Qaradhawi bahwa dalam 
konteks upaya pelestarian lingkungan hidup, sanksi untuk pelaku pencemar 
atau perusak lingkungan adalah hukuman ta’zi>r yang ditentukan oleh 
pemerintah.
14
 Hukuman ta’zi>r merupakan alternatif dari hukuman pokok 
karena penentuan hukuman didasarkan pada konsensus sebagai hukuman 
                                                          
11
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 
2009), 150. 
12
Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), 46-75.  
13
Sahid HM., Epistimologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 14. 
14Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Islam dan Undang-
undang,” AKADEMIKA, No. 02, Vol. 19 (Juli-Desember, 2014), 249. 


































yang berkaitan dengan  pelanggaran hak Allah dan hak hambaNya 
sebagaimana telah ditentukan oleh Alquran dan Hadis. 
15
 
Salah satu contoh kasus dumping limbah B3 ke media lingkungan 
hidup adalah penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam 
Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Dalam putusan tersebut telah 
ditetapkan bahwasanya terdakwa, PT. Indominco Mandiri, tidak melakukan 
pengelolaan B3 berupa fly ash dan bottom ash kurang lebih sebanyak 4.000 
ton yang ditimbun di lahan terbuka tanpa izin sejak tahun 2014 hingga tahun 
2015. Fly ash dan bottom ash adalah limbah B3 yang perlu diwaspadai karena 
bersifat toxic, fluidized dan dispersed, bioaccumulation, dan persiten 
sekalipun dalam skala konsentrasi jejak relatif kecil. Dalam putusannya, 
hakim menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam 
jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka untuk 
membayar denda tersebut, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.
16
  
Padahal, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104 bahwasanya: 
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke 
media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
 
Sebagaimana aturan yang telah disebutkan di atas, maka harusnya 
hakim juga menjatuhi sanksi pidana penjara. Terkait dengan paparan di atas, 
                                                          
15
 M. Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di 
Indonesia dalam Prespektif Fiqhal Bi’ah) (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 105. 
16
 Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. 


































penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait tindak pidana lingkungan hidup 
dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam prespektif 
hukum positif dan hukum pidana Islam.  
Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi 
yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 
Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
  
1. Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 
sebelumya, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagaimana 
berikut: 
a. Pengaturan mengenai dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. 
b. Tindak pidana lingkungan hidup membuang dumping limbah B3 ke 
media lingkungan hidup tanpa izin. 
c. Pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam Putusan Nomor: 
526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah 
B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
d. Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap 
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN 


































Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan 
hidup tanpa izin. 
 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan 
sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti 
yakni: 
a. Pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam Putusan Nomor: 
526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah 
B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
b. Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap 
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN 
Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan 
hidup tanpa izin. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasannya, maka dapat 
dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan 
dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak 
pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup? 


































2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam 
terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media 
lingkungan hidup tanpa izin? 
 
D. Kajian Pustaka 
 
Kajian pustaka adalah uraian ringkas dari penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian yang akan dilakukan agar terkemukakan persamaan 
maupun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak ada 
duplikasi atau pengulangan pembahasan dari penelitian terdahulu. Adapun 
penelitian terdahulu yang relevan yang ditemui oleh peneliti adalah: 
1. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut 
Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang ditulis oleh 
Makhun Abidin. Dalam peneilitian yang bersifat deskriptif-analitik-
kompraftif ini, penulis membahas ketentuan sanksi pidana bagi pelaku 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup beserta komparasinya 
menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
17
 
2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan 
Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan 
                                                          
17Makhun Abidin, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut 
Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup)” (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 9. 


































UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Studi di POLDA JABAR), Ganjar Kamaludin Kamil 
yang mengkaji tentang penegakan hukum pidana, kendala dan upaya 
dalam penegakan hukum terhadap pelaku dumping limbah B3 oleh 
penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
18
 
3. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah 
Oleh PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya. Skripsi ini 
membahas  penegakan hukum administratif mengenai pembuangan air 
limbah di Romokalisari Surabaya menurut Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air 
Limbah dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administratif 




Ketiga penelitian di atas membahas ketentuan sanksi dan penegakan 
hukum baik secara hukum pidana positif maupun hukum administratif  
tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa 
izin. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang dumping limbah B3 
tanpa izin ke media lingkungan hidup khususnya Putusan Nomor: 
526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg dalam prespektif hukum pidana Islam dan 
hukum positif. 
                                                          
18Ganjar Kamaludin Kamil, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 
(Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi 
di POLDA JABAR)” (Skripsi -- UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, t.t.), 7. 
19Arief Rachaman Hakim, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air 
Limbah Oleh PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Surabaya” (Skripsi -- Universitas 
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 8. 


































E. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian merupakan rumusan target pencapaian pembahasan 
dalam suatu penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah. Hal-hal 
tersebut harus relevan dengan rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan dan sanksi yang dijatuhkan hakim 
dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak 
pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana 
Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media 
lingkungan hidup tanpa izin. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Peneliti berharap hasil penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi 
teoritis maupun praktis yang tertuang sebagaimana berikut ini: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
dalam arti membangun, memperkuat maupun menyempurnakan khazanah 
ilmu yang sudah ada, atau bahkan membantah teori hukum yang sudah 


































ada khususnya hukum pidana Islam terkait tindak pidana lingkungan 
hidup dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi alternatif untuk 
masyarakat maupun penerapan ilmu di lapangan terkait hukum pidana 
Islam terhadap pelaku dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup 
secara illegal.  
 
G. Definisi Operasional 
 
Uraian tentang pengertian yang bersifat operasional dari judul 
penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam penelusuran, pengujian, atau 
pengukuran penelitian tertuang dalam definisi operasional. Dalam definisi 
operasional memberikan penjelasan tentang arah pembahasan dari judul 
skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap 
Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)” agar 
tidak timbul kesalahpahaman maupun kerancuan dalam memahami judul 
skripsi tersebut sehingga perlu adanya peneliti uraikan tentang pengertian 
judul penelitian sebagai berikut: 
1. Hukum pidana Islam atau secara etimologis yakni fiqh jina>yah adalah 
pengetahuan tentang hukum shara’ terkait perbuatan yang dilarang dan 


































hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
20
 Dalam hukum 
pidana Islam, tindak kejahatan dumping limbah B3 ke media lingkungan 
hidup tanpa izin diancam dengan jari>mah ta’zi>r yang macam dan bentuk 
penghukumannya ditentukan oleh pemerintah dan tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran maupun Hadis.
21
 
2. Hukum pidana positif adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak 
pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap 
yang melakukannya. 
3. Dumping limbah B3 adalah tindakan membuang, menempatkan, dan/atau 
memasukkan limbah yang berbahaya dan memiliki unsur racun di 
dalamnya yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta membahayakan 
kelangsungan hidup makhluk hidup (atau dikenal dengan limbah B3) ke 
media lingkungan hidup tanpa izin dari pejabat yang memiliki 
kewenangannya. 
 
H. Metode Penelitian 
 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) 
dengan buku sebagai sumber datanya baik sebagai sumber primer maupun 
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 Sahid HM., Epistimologi Hukum Pidana…, 5. 
21
 M. Ghufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih…, 104. 




































 Skripsi ini termasuk ke dalam metode analisa data penelitian 
kulaitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 
bersumber dari Undang-undang, dokumen-dokumen yang dapat ditelaah. 
Untuk akurasi data hasil penelitian, maka dalam menjawab permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode: 
1. Data yang dikumpulkan 
Data-data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah adalah 
Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN 
Trg tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana membuang dumping 
limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan 
autoritatif (memeliki otoritas). Dalam penelitian ini, bahan hukum 
primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana membuang dumping limbah 
B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 
b. Bahan hukum sekunder  
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 6. 


































Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer adalah fungsi dari bahan hukum sekunder. Dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagaimana 
berikut: 
1) Siti Zulaikha, Pelestarian Lingkungan Hidup Prespektif Hukum 
Islam dan Undang-undang, (AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli-
Desember 2014). 
2) Sahid HM., Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Pustaka Idea: 
Surabaya, 2015). 
3) Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 
4) A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 
5) Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-
Asas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 
2004). 
6) Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). 
7) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005). 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 
sebagaimana berikut: 
a. Dokumentasi 


































Teknik pencarian data dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri 
Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg untuk memperoleh 
data dasar hukum hakim dan pertimbangan hukumnya tentang 
penjatuhan pidana dalam tindak pidana membuang dumping limbah 
B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin 
b. Pustaka 
Untuk memperoleh teori tentang penjatuhan hukuman dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, 
maka dilakukan penggalian data dengan menelaah buku dan literatur. 
4. Teknik pengolahan data 
a. Editing 
Untuk mengetahui kelengkapan, keterbacaan, kejelasan dan 
kesesuaian makna, jawaban yang relevan, serta keseragaman satuan 
data-data yang diperoleh, maka penulis meneliti kembali seluruh data 





Penyusunan data secara sistematis dalam kerangka paparan yang telah 
dicanangkan yang tersusun dalam bab III mengenai tindak pidana 
dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup serta pertimbangan 
hakim di Pengadilan Negeri Tengggarong dalam penjatuhan putusan 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 125-
126. 


































Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg., sehingga dapat menghasilkan 
rumusan yang deskriptif. 
c. Analyzing  
Untuk menjawab permasalahan sebagaimana paparan rumusan 
permasalahan skripsi, maka dilakukan analisis data yang telah 
dideskripsikan dalam bab III yang dituangkan dalam bab IV penelitian 
ini. 
5. Teknik analisis data 
Dalam penelitian metode kualitatif ini, teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang No.32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dikaitkan 
dengan teori-teori hukum positif dan praktek pelaksanaannya, kemudian 
dikaitkan pula dengan hukum pidana Islam sebagaimana obyek kajian 
penelitian ini. Data-data yang telah diperoleh dipaparkan secara umum 
kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
 
Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Positif terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak 
Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 
526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)” diperlukan adanya sistematika pembahasan 


































sebagai penggambaran alur logis dari struktur bahasan sehingga adanya acuan 
dalam berfikir secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini 
terdapat lima bab pembahasan sebagaimana berikut: 
Bab pertama merupakan pedahuluan yang berisi gambaran umum dari 
penelitian. Bab pertama terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam 
penyusunan skripsi yang memaparkan tinjauan umum tindak pidana dumping 
limbah B3 dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. 
Bab ketiga merupakan data penelitian yang memaparkan deskripsi 
kasus tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup secara 
illegal dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg serta 
pertimbangan dasar hukum hakim dalam penjatuhan putusan. 
Bab keempat merupakan analisis Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media 
lingkungan hidup secara illegal dalam prespektif hukum pidana Islam dan 
hukum positif untuk menjawab masalah penelitian. 
Bab kelima sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 
 



































DUMPING LIMBAH B3 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
 
A. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Positif 
Pembangunan merupakan upaya yang dikerahkan sehingga 
memperoleh kesejahteraan atau taraf kehidupan yang lebih baik. Negara 
berkembang seperti Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan di 
seluruh sektor, baik dalam bidang industri, infrasturuktur, pemukiman 
dan perkotaan, kehutanan, tambang, dsb. Seringkali pembangunan tidak 
memperhitungkan social and ecological cost, namun hanya 
memperhitungkan cost benefit ratio.1 Pembangunan sektor industri 
merupakan salah satu goliath pembangunan dan pertumbuhan. Namun, 
sektor industri pula, dalam proses produksinya memiliki ekses-ekses 
pencemaran dan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia, makhluk 
hidup lain, dan lingkungan.
2
 Salah satunya adalah limbah B3.  
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 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan…, 1. 
2
 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi…, 71. 


































Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3
 Menurut 
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, pengertian Bahan Berbahaya 
dan Beracun atau dikenal dengan B3 yaitu: 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan manusia dan 
makhluk hidup lain.  
 
Pengertian yang sama terkait B3 juga termuat dalam dasar yuridis hukum 
lingkungan, yaitu dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (21). 
Pengertian limbah B3 tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) UU-PPLH yang 
berbunyi, “Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut 
Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 
B3.” Limbah B3 dapat teridentifikasi berdasarkan sumber, uji 
karakteristik, termasuk uji toksikologi. Karakteristik limbah B3 yaitu 
mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, beracun, dan korosif.
4
 
Pengertian dumping tercantum dalam Undang-undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 1 ayat (24) yang berbunyi, “Dumping (pembuangan) limbah B3 
merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan 
limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, serta lokasi 
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 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 1 ayat (22). 
4
 Yulinah Trihadiningrum, Pengelolaan Limbah Bahan…, 14-15. 


































tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup 
tertentu.” 
 
Dumping (pembuangan) limbah B3 merupakan kegiatan 
menempatkan, membuang, dan/atau memasukkan limbah B3 dan/atau 
bahan dalam jumlah, waktu, konsentrasi, serta lokasi tertentu dengan 
suatu persyaratan ke media lingkungan hidup. 
Dapat disimpulkan bahwasanya dumping limbah B3 ke media 
lingkungan hidup termasuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
yang mengganggu bahkan merusak kelestarian lingkungan hidup 
disekitarnya.  
 
2. Dasar Hukum  
Untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, 
maka perlu instrumen yuridis yang berisi kaidah-kaidah pengelolaan 
(penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian) lingkungan hidup yang 
dimuat dalam hukum lingkungan hidup.
5
 Selanjutnya, hukum pelestarian 
fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang menjaga sumber daya serta 
pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan melalui perencanaan, 
pelaksanaan, dan perlindungan lingkungan hidup yang tetap 
memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan.
6
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 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan…, 3. 
6
 Ibid., 21. 


































Larangan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 58, 59, 
60, dan 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
a. Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, 
mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, 
mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan 
pengelolaan B3. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
b. Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan 
pengelolaan limbah B3 
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri 
pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan ke pihak 
lain. 
(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan 
persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan 
kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam 
izin. 
(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut menganai pengelolaan limbah B3 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
c. Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan 
ke media lingkungan hidup tanpa izin.” 



































d. Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat 
dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 
dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 
Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah B3 memiliki 
tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Setiap orang yang tindakannya, usahnya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, 
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan 
hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 
perlu pembuktian unsur kesalahan. 
 
Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan 
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 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (1) jo. 
Pasal 54 ayat (1). 
8
 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (2). 


































a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat; 
b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup; dan/atau 
d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 




a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 
b. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk 
memperbaiki mutu lingkungan hidup); 
c. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, 
dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan 
lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem); 
d. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau 
bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau 
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 
ketentuan-ketentuan lain yang mengatur apabila tindak pidana 
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 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (2). 


































lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, yang berbunyi 
sebagaimana berikut: 
a. Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, 
atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana 
dijatuhkan kepada: 
a. badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak 
pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai 
pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang 
berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain 
yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi 
pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin 
dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak 
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 
 
c. Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau 
pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana 
penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. 
 
d. Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha 
yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam 
dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan selaku pelaku fungsional. 
 
3. Sanksi 


































Sanksi adalah salah satu upaya pokok penegakan hukum yaitu 
sebagai tindakan represif.
10
 Tindakan represif adalah tindakan yang 
dilakukan petugas hukum melalui proses hukum pidana. Sanksi terhadap 
pelaku dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin diatur 
dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke 
media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
 
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, 
maka selain mendapat hukuman pokok berupa penjara dan denda, 
korporasi dapat dikenai hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib 
sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 
berbunyi: 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, 
terhadap badan usaha, dapat dikenakan pidana tambahan atau 
tindakan tata tertib berupa: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. Penutupan seluruh atau sebagaian tempat usaha dan/atau 
kegiatan; 
c. Perbaikan akibat tindak pidana; 
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; 
dan/atau 
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 
(tiga) tahun. 
 
                                                          
10
 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi…, 360. 


































Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau 
perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk 
melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
11
 
a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga 
limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 
b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
Pada dasarnya, sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup 
bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup kepada 
fungsi keberlanjutannya. Selaras dengan tujuan pemidanaan yang 
diungkapkan oleh Muladi bahwasanya tujuan pemidanaan untuk 
memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun sosial  
(individual and social damages) sehingga diharapkan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dapat pulih.
12
  
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
Pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk 
membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambil 
sehingga direktur tidak dapat melepaskan tanggung jawab pidana dalam 
tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup yang 
menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Direksi memiliki 
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 Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
12
 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan…, 263. 


































kewajiban dan kemampuan untuk melakukan pengawasan kegiatan 
korporasi termasuk kewajiban pelestarian lingkungan. Jika dihubungkan 
dengan teori identifikasi dalam wacana common law, kesalahan yang 
dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat 
dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat sebagaimana berikut:
13
  
1. Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau 
instruksi yang diberikan pada mereka; 
2. Bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan; 
3. Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan 
bagi korporasi.   
Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka 
kesalahan tersebut harus ditanggung secara pribadi oleh organ korporasi 
yang melakukan kesalahan tersebut dan pertanggungjawaban pidana tidak 
dapat dibebankan kepada korporasi.  
Dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus 
melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan 
itikad  baik dan penuh tanggung jawab. Dari ketentuan tersebut jelas 
                                                          
13
Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”, 
https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/, diakses pada 12 November 
2019. 


































terlihat adanya duty of care (tugas mempedulikan) dari direksi terhadap 
perusahaan. Dalam hal ini duty of care antara lain:14  
1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan 
itikad baik (good faith) dimana direktur harus melakukan upaya yang 
terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian 
(care) sebagaimana orang biasa yang berhati-hati;  
2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang 
direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.  
Kegagalan untuk melaksanakan duty of care tersebut dengan 
sendirinya merupakan pelanggaran terhadap fiduciary duty tanpa 
memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan 
kerugian pada pemberi fiducia, oleh karena pemegang kepercayaan 
diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan 
dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin constructive 
fraud untuk pelanggaran fiduciary duty.15 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roling bahwa 
pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah 
atau selaku pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukan 
sebagai pelaku tindak pidana (fysieke daderschap).16 Kriteria lain terkait 
                                                          
14Nuzul Qur’aini M., Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup, “Jurnal Hukum dan Peradilan”, Volume 7 Nomor 3, (November, 
2018), 494. 
15
 Ibid., 494. 
16
Hariman Satria, Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 1554 
K/PID.SUS/2015), 168. 






































1. Pengurus korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan 
atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya de facto maupun de 
jure memiliki powerfull); 
2. Pengurus tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang 
cukup bahwasanya pelanggaran sangat mungkin terjadi. 
 
B. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam 
Menyikapi isu-isu lingkungan dari prespektif yang lebih praktis 
dengan memberikan d}awa>bit} (parameter-parameter) berinterkasi dan 
mengelola lingkungan adalah tujuan dari fikih lingkungan yang 
merupakan bagian dari fikih kontemporer. Dalam prespektif hukum Islam, 
pelestarian bumi beserta isinya dan pertanggungjawaban manusia sebagai 
khalifah di muka bumi untuk menjaga alam masih dikupas secara umum 
dan terpisah-pisah. Pembahasan secara spesifik dan utuh belum dilakukan. 
Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya untuk menghindari 
kerusakan (mafsadah) di dunia dan di akhirat sekaligus memelihara 
kemaslahatan manusia. Agar terwujudnya kemaslahatan tersebut, Abu 
Ishaq al-Syatibi membagi tujuan hukum Islam (maqa>s}hid shari>ah) 
                                                          
17Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Coroporate 
Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, Rechtsvinding Media 
Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor 3 (Desember, 2017),455. 


































menjadi lima hal; menjaga agama (h}ifdh al-di>n), memelihara jiwa (h}ifdh 
al-nafs), memelihara keturunan (h}ifdh an-nasl), memelihara akal (h}ifdh al-
‘aql), dan memelihara harta (h}ifdh al-ma>l).18 Pemeliharaan lingkungan 
setara dengan menjaga kulliyya>t al-khamsah. 
Bad al-Maji>d al-Najja>r mengungkapkan dalam bukunya “Maqa>sid 
al-Syari>’ah bi Ab’a>d Jadi>dah” bahwa al-Daru>riya>t al-khams tidak 
memadai lagi untuk menjawab problematika yang semakin berkembang 
khususnya dalam konteks permasalahan lingkungan hidup sehingga perlu 
rekonstruksi ulang untuk memperluas cakupan al-Daru>riya>t al-khams 
tanpa mengabaikan konsep sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada 
formulasi al-Daru>riya>t al-khams bukan merupakan kebutuhan darurat 
yang bersifat terbatas atau mutlak, namun dapat berubah seiring 
perkembangan dan tantangan pada zamannya.
19
 Konsep berupa hifzal-
bi’a>h sebagai syariat yang membahas mengenai pelestarian lingkungan 
hidup perlu di ‘tambal sulam’ dalam maqa>sid al-syari>ah. Oleh karena itu, 
rekonstruksi al-kulliya>t al-khams menjadi al-kulliyat al-sitt harus 
dirancang-bangun dengan dasar penalaran konstruksi maqa>sid al-syari>’ah  
sebagaimana usu>liyyu>n klasik menginisiasinya.  
                                                          
18Husnataeni, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009” (Skripsi -- UIN 
Alauddin Makassar, 2017), 56-57. 
19
Moh. Mufid, Al-Qur’an dan Reklamasi Fiqh Kelautan Berbasis Maqasid Syari’ah 
(Yogyakarta: Bildung, 2019), 62. 


































Hifzal-bi>’ah sebagai bagian dari maslahat daru>riyyah di dukung 
dengan kontruksi argumentatif sebagaimana berikut:
20
 
1. Perlunya perhatian serius dalam prespektif hukum Islam untuk 
menanggapi fakta-fakta empiris terkait permasalahan lingkungan 
hidup; 
2. Analisis bahasa (qawa>’id lugawiyah) terhadap fakta normatif terkait 
banyaknya ayat suci Alquran yang melarang adanya perusakan di 
muka bumi dan perintah menjaga kelestariannya serta menganjurkan 
pemanfaatan sumber daya alam dengan sewajarnya; 
3. Konsep al-Daru>riya>t al-khams hanya mengakomodir hubungan 
manusia dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Sedangkan 
hubungan manusia dengan lingkungannya belum terakomodir secara 
proporsional; 
4. Seiring dengan hifzal-bi>’ah ditempatkan sebagai kebutuhan primer 
secara independen dalam maslahat daru>riyyat, maka tujuan 
pemeliharaan lingkungan hidup akan menjadi tujuan prioritas. 
Musthafa Abu Sway menegaskan bahwasanya pemeliharaan 
lingkungan adalah tujuan tertinggi syariah. Hal ini menjadi penegasan 
mutlak apabila tidak dilakukan pemeliharaan tersebut, maka seluruh 
makna kehidupan serta makna manusia sebagai khalifah di muka bumi 
menjadi hilang. Penegasan ini memberikan konsekuensi secara 
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 Ibid., 63-33. 


































teologis, etis, legal serta filosofis terkait maqa>sid al-syari>’ah dalam 
kontribusinya menanggulangi krisi lingkungan hidup.; 
5. Kontekstualisasi konsep al-masku>t ‘anhu bahwasanya pengaturan 
lingkungan hidup tidak dibahas secara eksplisit, tetapi hifzal-bi>’ah 
memiliki nilai kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan 
syariat. Esensi dari maqa>sid al-syari>ah adalah meninggalkan 
kemafsadatan karena hal tersebut adalah bentuk kemaslahatan yang 
paling hakiki. 
Hifzal-bi>ah adalah landasan filosofis dalam perumusan fiqih 
lingkungan yang berwawasan antropokosmis meniscayakan suatu 
metodologi untuk menderivasi ke dalam al-ahka>m al-‘amaliyah. Fiqh al-
bi>’ah mengintegrasikan kembali tujuan, hukum, dan realitas sebagai 
unsure utama fikih. Fiqh al’bi>ah juga sebagai pemersatu segala aspek 
keislaman dalam suatu wadah fikih makro.  
Prinsip mas}lah}ah mu’tabarah adalah prinsip konservasi dan 
restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan dan larangan berlebih-
lebihan dalam pemanfaatan sumber daya. Tolok ukur berlebih-lebihan dan 
teknis penjagaan serta pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat 
ditemukan dalam Alquran sehingga kita harus berijtihad sendiri dalam 
upaya pencapaian maslahat. Ulama’ ushul fikih mengemukakan 
aktualisasi kesadaran konservasi dan restorasi lingkungan hidup sebagai 


































upaya terwujudnya maslahah yang merupakan buah dari suatu proses 
ijtihad (intellectual exercise).21 \ 
 
2. Dasar Hukum 
Sebelum isu-isu lingkungan muncul, Islam telah memberi 
peringatan melalui firman Allah SWT. Sebagai wali dari lingkungan, 
Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana 
disebut dalam QS. Al-Baqarah (1): 30, yang berbunyi: 
 َٰلَمأِلل َكُّبَر َلَاق أذِإَو  ٓ ًةَفيِلَخ ِض أرَ ألْٱ ِفِ ٌلِعاَج ِّنِِّإ ِةَكِئ  ٓ وُلَاق  ٓا  ٓ  ُدِس أف ُي نَم اَهيِف ُلَعأَتََأ
اَم ِّدلٱ ُكِف أسَيَو اَهيِف  ٓ َكَل ُس ِّدَق ُنَو َكِد أمَبِ ُحِّبَسُن ُنأَنََو َء  ٓ  ِّنِِّإ َلَاق  ٓ  َلَ اَم ُمَل أَعأ
 َنوُمَل أع َت۞  
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” 
Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui”.22 
 
Secara rinci, pelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam al-
Quran, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Al-A’raf (8): 56, 
yang berbunyi: 
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 Ibid., 44-45. 
22
 Departemen Agama RI, Alquran dan…, 6. 


































اوُدِس أف ُت َلََو  ٓ  اًعَمَطَو ًاف أوَخ ُهوُع أدٱَو اَهِح َٰل أصِإ َد أع َب ِض أرَ ألْٱ ِفِ  ٓ  ِهىللٱ َتَ أحَْر ىنِإ
 َيِنِس أحُمألٱ َن ِّم ٌبِيرَق 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 




3. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Menurut Hukum 
Pidana Islam 
Hukum Islam adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan 
perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum) dan dituntut 
pelaksanaannya yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan 
konsekuensi tertentu. Dalam Bahasa Arab, hukuman disebut ‘iqa<b dan 
‘uqu<bah. Esensi dari penjatuhan hukuman khususnya ta’zi>r adalah sebagai 
upaya preventif (pencegahan); represif (membuat pelaku jera), kuratif; 
dan edukatif. 
Secara eksplisit, Alquran tidak menjelaskan tentang sanksi 
jari>mah pelaku pengrusakan lingkungan. Namun, agama Islam sangat 
mementingkan penjagaan al-kulliyya>t al-sitt karena memelihara dan 
melindungi lingkungan dari berbagai ancaman berarti memelihara 
eksistensi kehidupan umat manusia. Hukuman h}add dapat dijatuhkan 
kepada pelaku tindak pidana pengrusakan lingkungan yang mengancam 
jiwa dan kehidupan mendatang. Tapi tidak menutup kemungkinan 
dijatuhkannya hukuman ta’zi>r kepada pelaku tindak pidana perusakan 
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terhadap lingkungan hidup, karena hukuman ta’zi>r menjadi alternatif dari 
hukuman h}add yang dasar penentuannya berdasarkan pada konsesus 
sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak 
hamba-Nya sebagaimana telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis.
24
  
a. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r  
Ta’zi>r berasal dari kata  َرىزَع yang sinonimnya: 
1)  ىدَرَو َعَنَم artinya mencegah dan menolak; 
2)  َبىَدأ artinya mendidik; 
3)  َرى قَو َو َمىظَع artinya mengagungkan dan menghormati; 
4)  َرَصَنَو ىىو َق َو ََناع َأ artinya membantunya, menguatkan, dan menolong. 
Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwasanya 
pengertian yang paling relevan adalah pengertian pertama dan kedua. 
Ta’zi>r dikatakan mencegah dan menolak karena ta’zi>r dapat 
mencegah pelaku kejahatan agara tidak mengulangi perbuatannya. 
Ta’zi>r diartikan juga mendidik karena bertujuan untuk memperbaiki 




Ta’zi>r merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku 
jari>mah yang melakukan pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak 
manusia yang tidak temasuk kategori hukumuan h}add atau kafa>rah 
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 M. Ghufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih…, 103-105. 
25
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248. 


































karena ketentuannya tidak ada dalam Alquran maupun Hadis.
26
 
Landasan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma’ 
penguasa/hakim berdasarkan ketentuan umum syariat Islam karena 




b. Bentuk Tindak Pidana yang Termasuk Kategori Jari>mah Ta’zi>r 
Perbuatan yang termasuk kategori ta’zi>r ada tiga macam, yaitu:28 
1) Perbuatan yang dilarang dalam Alquran namun tidak disebutkan 
hukumannya; 
2) Jari>mah yang mengganggu kemaslahatan umum; 
3) Orang yang melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan 
sunnah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama 
bahwa makruh bukan larangan dan mandub bukan perintah 
sehingga tidak termasuk takli>f (beban hukum) sehingga tidak 
dapat dijatuhi jar>imah ta’zi>r. pendapat kedua mengemukakan 
bahwa makruh adalah larangan dan sunnah adalah perintah 
sehingga orang yang melakukan perbuatan makruh dan orang yang 
meninggalkan sunnah yang dilakukan secara berulang-ulang dapat 
dihukum ta’zi>r. 
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M. Nurul Irfan, Masyrofah,  Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 140. 
27
Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 
118. 
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c. Macam-macam jari>mah ta’zi>r 
1) Ditinjau dari hak yang dilanggar29 
Jari>mah ta’zi>r dibagi menjadi dua bagian: 
a) Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah, yaitu perbuatan-
perbuatan yang berketerkaitan dengan kemaslahatan umum, 
seperti membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-
bahan pokok, penyelundupan, dsb.;
30
 
b) Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu, yaitu 
perbuatan yang kerugiannya dirasakan orang tertentu, bukan 
khalayak umum, seperti penipuan, penghinaan, kekerasan.
31
 
2) Ditinjau dari sifatnya32 
a) Ta’zi>r dikarenakan terhukum melakukan perbuatan maksiat; 
b) Ta’zi>r dikarenakan melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan publik; 
c) Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran. 
3) Ditinjau dari dasar hukum (penetapannya)33 
a) Berasal dari jari>mah hudud atau qishash, namun tidak 
terpenuhinya syarat-syaratnya, atau terdapat syubhat, 
                                                          
29
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 255. 
30
 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh…, 144. 
31
 Ibid., 144. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 255. 
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 Ibid., 255. 


































misalnya orang tua yang membunuh anaknya, atau orang tua 
yang mencuri harta anaknya;
34
 
b) Jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumannya 
belum ditetapkan. Misalnya, suap, riba, pembalakan liar, saksi 




c) Jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara’ sehingga 
penetapannya sepenuhnya atas kewenangan ulil amri untuk 
kemaslahatan umat. Misalnya human trafficking, money 





d. Macam-macam Hukuman Ta’zi>r 
1) Sanksi ta’z>ir yang berkaitan dengan badan 
a) Hukuman mati 
Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam masalah 
ini. Namun secara ringkas, menurut para ulama hukuman mati 
hanya diberikan kepada pelaku jari>mah yang sangat berbahaya. 
Misalnya berkaitan dengan jiwa, ketertiban dan keamanan 
umum, atau ketika sanksi hudud tidak lagi membuat jera.
37
 
b) Jild  
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Dalam penetapan jumlah hukuman jild, hakim 
memiliki kewenangan penentuannya sesuai dengan situasi, 
kondisi pelaku, dan tempat kejahatan. Hukuman ini bertujuan 
memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan 
kerusakan. Cambuk yang digunakan adalah cambuk yang 




2) Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
a) Hukuman penjara 
Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok 
atau menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman jilid 
sebagai hukuman pokok tidak membawa dampak bagi 
terhukum. Hukuman ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
(1) Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas merupakan hukuman 
penjara yang lama waktunya dibatasi dan harus 
dilaksanakan oleh terhukum. Hukuman ini untuk pelaku 
jari>mah pemakan riba, penghunaan, penjual khamr, saksi 
palsu, berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan 
tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain 
tanpa izin, dsb. Tidak ada batas maksimal dan minimal 
yang dijadikan acuan dan hal tersebut adalah kewenangan 
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hakim dengan pertimbangan perbedaan kondisi jari>mah, 
pelaku, tempat, waktu, dan situasi saat terjadinya 
jari>mah.39 
(2) Hukuman penjara tak terbatas 
Hukuman penjara tak terbatas terbagi menjadi dua, 
yaitu: 
(a) Hukuman berlangsung terus hingga terhukum 
meninggal dunia. Hukuman ini dikenakan kepada 
pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Misalnya, 
seseorang yang mengikat orang lain lalu 
melemparkannya ke kandang harimau.
40
 
(b) Hukuman penjara hingga terhukum bertaubat yang 
bertujuan untuk mendidik. Hukuman ini dijatuhkan 
kepada pelaku homoseksual, orang yang dituduh 
membunuh dan mencuri, menyihir, menghina secara 
berulang-ulang, mencuri untuk ketiga kalinya, dan 
menghasut istri atau anak perempuan orang lain untuk 




b) Hukuman pengasingan 
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Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang 
kiranya dapat memberikan dampak negatif terhadap 
masyarakat, misalnya waria (mukhannats).42 
3) Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan harta 
Hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta adalah harta 
terhukum ditahan untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak 
dapat diharapkan bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta 
terhukum untuk kepentingan yang mengadung maslahat.43  
Hukuman denda dijatuhkan kepada orang yang duduk-
duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri 
kambing yang belum tiba di tempat penggembalaan. Hukuman ini 
dapat menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri, namun dapat 




Hukuman berupa penyitaan harta adalah salah satu macam 
hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta. Adapun persyaratan 
untuk mendapat jaminan atas harta tidak terpenuhi menurut 
jumhur ulama adalah: 
a) Perolehan harta dengan cara yang halal 
b) Penggunaan harta sebagaimana fungsinya 
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4) Sanksi-sanksi ta’zi>r yang lainnya 




e) Pemecatan dari jabatan 
f) Diumumkan kesalahannya. 
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DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI 
TENGGARONG NOMOR: 526/PID.SUS-LH/2017/PN TRG 
 
A. Deskripsi Kasus tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Dumping 
Limbah B3 ke Media Lingkungan Hidup Putusan Nomor 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN TRG\ 
 
Kasus dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup di Pengadilan 
Negeri Tenggarong dengan terdakwa PT Indominco Mandiri adalah korporasi 
bergerak di sektor tambang batu bara. PT Indominco Mandiri bertempat di 
Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 
Timur beroperasi sejak tahun 1988.
1
 Direktur Utama PT Indominco Mandiri 
adalah seorang laki-laki berkebangsaan Thailand berusia 48 tahun bernama Kirana 
Limpaphayom. Kirana berdomisili di Jakarta.
2
 Berdasarkan RUPS Akta Notaris 
Wiwik Condro, S.H. Nomor 40 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diterima 
Kementrian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03.01661130 pada tanggal 
28 Agustus 2017 telah terjadi pergantian direksi yang bertindak untuk/mewakili 
terdakwa, PT Indominco Mandiri, kepada Andre Herman Bramantya Putra.
3
 
Tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Direktur Utama adalah 
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 Putusan Pengadilan Negeri…, 5. 
2
 Ibid., 1-2. 
3
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Sejak tahun 2011, PT. Indominco Mandiri mendirikan PLTU/Power Plant 
dengan kapasitas 2x7 MW di areal konsesi tambang PT. Indominco Mandiri. 
PLTU tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional tambang.
5
 PLTU PT. 
Indominco Mandiri memiliki dua boiler dan dua turbin berbahan bakar batu bara 
dari hasil tambang yang berkualitas rendah dan tidak laku di pasaran. Waktu 
operasional PLTU tersebut selama 24 jam dan membutuhkan batu bara sebanyak 
± 80-110 ton dengan kalori ± 5.000-6.000 kkal.
6
  
Fly ash dan bottom ash (FABA) sejumlah ± 6-10 ton/24 jam yang 
merupakan limbah B3 adalah hasil dari proses pembakaran. Baik dari batu bara, 
oli bekas, dan aki bekas.
7
 Untuk menampung limbah tersebut, PT. Indominco 
Mandiri memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang berizin dari BLH 
Kabupataen Kutai Kartanegara. Sedangkan izin pemanfaatan fly ash dan bottom 




Pada bulan Juli-Desember tahun 2013, PT Indominco Mandiri bekerja 
sama dengan PT. Holcim terkait pengelolaan limbah B3 dengen estimasi 
sebanyak ± 3.000 ton.
9
 Sekitar bulan Februari 104 hingga November 2015 
ditemukan tumpukan limbah B3. Hal ini dikarenakan ketersediaan mesin paving 
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block hanyalah satu unit sedangkah limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash 
terus dihasilkan.
10
 Akhirnya, tumpukan fly ash dan bottom ash sebanyak ± 4.000 
ton ditempatkan diluar pada area yang tidak tertutup di dekat mesin pengelolaan 
paving block agar meminimalisir jarak pengangkutan. Koordinat lokasi dalam 
format derajat desimal yaitu latitude: 0,01952 dan longitude: 117,476.
11
 Terkait 
hal ini, PT Indominco Mandiri tidak memiliki izin untuk Tempat Pembuangan 
Sementara, sedangkan izin pengelolaan limbah hanya sebesar 15%.
12
 Hal ini 
diperkuat dengan hasil analisa laboraturium PT ALS Indonesia Nomor: 
ASLI12898 tanggal 25 Februari 2016 bahwa limbah B3 tersebut mengandung fly 
ash dan bottom ash sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada lampian I 
tabel 4 dengan kode B409 untuk fly ash dan B410 untuk bottom ash.13 Pada 
tanggal 7 Agustus-2 September 2016, terdakwa mengirim limbah B3 yang baru 
dihasilkan dari bulan Desember 2015 ke PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara 
sebanyak ± 4.364 ton.  
Fly ash dan bottom ash berpotensi mengandung berbagai jenis logam berat 
sekalipun dalam konsentrasi jejak relatif kecil tetap harus diperlakukan 
sebagaimana ketentuan yang berlaku. Waspada terkait limbah B3 harus dilakukan 
karena karakteristiknya yang bersifat toxic, fluidized dan dispersed, 
bioaccumulation, dan persiten.14 
                                                          
10
 Ibid., 7. 
11
 Ibid., 7. 
12
 Ibid., 59. 
13
 Ibid., 57. 
14
 Ibid., 8-9. 




































Dalam kasus tersebut, PT. Indominco Mandiri selaku terdakwa oleh 
penuntut umum didakwakan dengan dakwaan alternatif sebagaimana berikut: 
1. Kesatu15 
Pasal 103 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
berbunyi: 
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milir rupiah). 
 
2. Kedua16 
Ancaman hukumannya adalah Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan dumping 
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 
 
C. Tuntutan Jaksa 
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 Putusan Pengadilan Negeri…, 9. 


































Berdasarkan deskripsi tindak pidana dumping limbah B3 ke media 




1. Menyatakan terdakwa PT. Indominco Mandiri terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa 
dalam dakwaan kedua melanggar 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Indominco Mandiri dengan 
pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
a. Barang bukti sample 
No. Kode Koordinat/
Lokasi 
Lokasi Jenis Ukuran Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 














@± 1 kg 2 botol 




Bottom ash silo Bottom 
ash 
@± 1 kg 2 botol 








Fly ash ± 1 kg 1 botol 
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± 1 kg 1 botol 
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 
b. Barang bukti dokumen/surat foto copy nomor 01 s/d 72 tetap terlampir 
dalam bekas perkara; 
4. Membebani terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar 
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
D. Putusan Hakim 
 
Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, para saksi, saksi ahli, 
dihadapan persidangan dan memeriksa buarang bukti, maka majelis hakim yang 
dipimpin oleh Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum., selaku hakim ketua bersama 
hakim anggota Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. DAN Masye Kumaunang, S.H., 
dalam perkara Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg memtus dengan:
18
 
1. Menyatakan terdakwa PT. Indominco Mandiri terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup “melakukan dumping limbah tanpa izin” sebagaimana 
dakwaan kedua; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Indominco Mandiri oleh karena 
itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 
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(satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda 
terdakwa PT. Indominco Mandiri disita dan dilelang untuk membayar 
sejumlah denda tersebut; 
3. Menghukum terdakwa untuk melakukan pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 
berupa timbunan limbah B3 fly ash dan bottom ash di dekat pembuatan 
paving block pada titik koordinat latitude: 0,01952, longitude: 117,476/ N 
0001’10.27” dan E 117028’33,6” pada area PLTU PT. Indominco Mandiri 
sebanyak ± 4.000 ton secara mandiri dan dengan kontrak kerja dengan 
perusahaan yang berizin; 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
No. Kode Koordinat/
Lokasi 
Lokasi Jenis Ukuran Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 






lahan terbuka di 
area Pembangkit 





@± 1 kg 2 botol 




Bottom ash silo Bottom 
ash 
@± 1 kg 2 botol 






lahan sebelah slurry 
pond 
Fly ash ± 1 kg 1 botol 










± 1 kg 1 botol 
a. Barang bukti sample 
Dimusnahkan; 
b. Barang bukti dokumen: 


































No. Jenis Jumlah 
1 Foto  copy  Akta  Perseroan  Terbatas  PT  Gemilang  
Kumala Nomor  116  tanggal  11  Nopember  1988  
dibuat  oleh  Notaris Benny Kristianto, SH 
13 lembar 
2 Foto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  
Republik Indonesia  Nomor  C2-3186  HT.01.01.Th.89  
tanggal  12  April 1989 
1 lembar 
3 
Foto copy Tambahan Berita Negara R.I Nomor 3380 
tanggal 5 Desember 1989 atas nama PT Gemilang Kumala 
11 lembar 
4 Foto copy Akta Risalah Rapat PT Gemilang Kumala 
Nomor 158 tanggal 10 Oktober 1989 dibuat oleh Notaris 
Benny Kristianto, SH 
16 lembar 
5 Foto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  
Republik Indonesia Nomor C2.12855.HT.01.04-Th’94 
tanggal 25 Agustus 1994 
1 lembar 
6 Foto  copy  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  PT  
Gemilang Kumala  Nomor  178  tanggal  21  Februari  
1994  dibuat  oleh Notaris Benny Kristianto, SH 
3 lembar 
7 Foto  copy  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  PT  
Indominco Mandiri Nomor 148 tanggal 18 Juli 1994 
dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH 
4 lembar 
8 Foto copy Akta Risalah Rapat PT Indominco Mandiri 
Nomor 132 tanggal 31 Juli 1995 dibuat oleh Notaris 
Benny Kristianto, SH 
17 lembar 
9 Foto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  
Republik Indonesia Nomor C2-1.392 HT.01.04 TH.96 
tanggal 2 Februari 1996 
1 lembar 
10 Foto copy Akta Risalah Rapat PT Indominco Mandiri 
Nomor 18 tanggal 27 Mei 1998 dibuat oleh Notaris Popie 
Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH 
22 lembar 
11 Foto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  
Republik Indonesia Nomor C2-19628 HT.01.04.TH.98 
tanggal 13 Oktober 1998 
1 lembar 
12 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para 
Pemegang Saham  PT  Indominco  Mandiri  Nomor  12  
tanggal  15  Januari 2002   dibuat   oleh   Notaris   Popie   
Savitri   Martosuhardjo Pharmanto, SH 
7 lembar 
13 Foto  copy  Penerimaan  Laporan  Akta  Perubahan  
Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri dari Departemen 
Kehakiman dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  
Indonesia  Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum 
Umum Nomor C-02358 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 
Februari 2002 
1 lembar 
14  Foto copy Anggaran Dasar (AD/ART) PT. Indominco 
Mandiri Nomor: 28 Tahun 2008  1 buku 
15 Foto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
36369.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta 
1 lembar 


































Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
16 Foto  copy  Akta  Berita  Acara  Rapat  PT  Indominco  
Mandiri Nomor 28 tanggal 10 April 2008 dibuat oleh 
Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH 
26 lembar 
17 Foto copy Akta Notaris Popie Savitri, MP, SH Nomor : 
73 Tahun 2013 “Pernyataan Keputusn Sirkular Para 
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan PT Indominco Mandiri 
9 lembar 
18 Foto   copy   Surat   Penerimaan   Pemberitahuan   
Perubahan Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi  Hukum  
Umum  Nomor:  AHU-AH.01.03-0047820 tanggal 12 
Mei 2016 
1 lembar 
19 Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Data Perseroan PT Indominco Mandiri dari Kementerian 
Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  
Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  
Nomor:  AHU-AH.01.03-0047821 
tanggal 12 Mei 2016 
1 lembar 
20 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para 
Pemegang Saham  sebagai  Pengganti  Rapat  Umum  
Pemegang  Saham Tahunan PT Indominco Mandiri 
Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 dibuat oleh Notaris Wiwik 
Condro, SH 
12 lembar 
21 Foto copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PLTU 2x7 MW 
dan Jaringan Transmisi 11 kV dan 70 kV Indominco 
Mandiri Tahun 2006 
1 buku 
22 Foto copy Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan 
Berbahaya Dan Beracun (LB3) PT Indominco Mandiri 
Nomor: 660.1/SK-21/B1.2-TPS/BLHD/II/2015 tanggal 
10 Februari 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara 
5 lembar 
23 Foto copy Izin Pemanfaatan Sementara Limbah Bahan 
Berbahaya Dan Beracun PT Indominco Mandiri Nomor: 
07.14.03 Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup 
8 lembar 
24 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas 
PT. Indominco Mandiri TDP 09.03.1.05.07902 
1 lembar 
25 Foto copy NPWP Nomor: 01.348.637.8-091.000 a.n PT. 
Indominco Mandiri 
1 lembar 
26 Foto copy Neraca Limbah Bahan Berbahaya (B3) berupa 
fly ash dan bottom ash bulan Januari s/d Oktober 2015 
10 lembar 
27 Foto copy Penggunaan Batu Bara tahun 2012 s/d 2015 1 lembar 
28 Foto copy Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3 antara 
PT Indominco Mandiri dengan PT Holcim Indonesia Tbk 
1 buku 
29 Foto copy Struktur Organisasi PT Indo Tambangraya 1 lembar  


































Megah Tbk tanggal 1 Maret 2015 
30 Foto copy Struktur Organisasi PT Indominco Mandiri 
Tahun 2013 
2 lembar 
31 Foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 671.2/962/I-PE 
tanggal 11 Juli 2011 perihal Penyampaian Izin Operasi 
2 lembar 
32 Foto copy dokumen limbah B3 (manifest) dari PT 
Holcim, Tbk bulan November 2013 
118 lembar 
33 Foto copy dokumen Instruksi Kerja Utilities Department 
PT. Indominco Mandiri tentang Penanganan Abu 
Terbang dan Abu Dasar PLTU Batu Bara Nomor IM-IK-
UTL-24 Edisi 02 tanggal terbit 6 September 2013 
3 lembar 
34 Foto copy Berita Acara Pengawasan Perizinan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
1 berkas 
35 Foto copy Laporan Pengawasan Lapangan PT. 
Indominco Mandiri Kecamatan Teluk Pandan, 
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, 
tanggal 3 – 5 September 2015 
1 berkas 
36 Surat Keputusan  No. 2421/CL/IMM/HR/7/2014  tanggal  
1  Juli 2014 tentang Promosi Jabatan Sdr. Era Tjahya 
Saputra 
1 lembar 
37 Surat Nomor: 1566/A/IMM/HR/7/2013 tanggal 26 Juli 
2013  perihal  Pengumuman  Struktur  Organisasi  PT. 
Indominco Mandiri Per 26 Juli 2013 
1 lembar 
38 Foto copy Struktur Organisasi Board of Directors PT. 
Indominco Mandiri Tahun 2015 
1 lembar 
39 Foto copy Struktur Organisasi PT Indominco Mandiri 
Tahun 2015 
7 lembar 
40 Foto copy Job Description Utilities Head atas nama Rian 
Fantoni 
11 lembar 
41 Foto  copy  Job  Description  Quality,  Safety  and 
Environment  Head  Tahun  2013  atas  nama  Baster 
Munte  
12 lembar 
42 Foto copy Job Description Port Environment atas nama 
Pandapotan Sihombing 
12 lembar 
43 Foto copy Job Description President Director atas nama 
Pongsak Thongampai 
11 lembar 
44 Foto copy Job Description Operation Director atas nama 
A. H. Bramantya 
10 lembar 
45 Foto copy Job Description Corporate Affairs Director 
atas nama Murit M. 
10 lembar 
46 Foto  copy  Job  Description  CC,  CD,  and  Permit 
Management Director atas nama Leksono Poeranto 
11 lembar 
47 Foto  copy  Job  Description  Compliance  &  Risk 
Management Director atas nama Ignatius Wurwanto 
10 lembar 
48 Foto copy Job Description Sales & Customers Director 
atas nama Jusnan Ruslan 
11 lembar 


































49 Foto  copy  Job  Description  Mine  Head  (KTT)  atas 
nama Era Tjahya Saputra 
11 lembar 
50 Foto copy Struktur Organisasi Board of Directors PT 
Indominco Mandiri Tahun 2016 
1 lembar 
51 Foto  copy  Job  Description  President  Director  atas 
nama Kirana Limpaphayom 
11 lembar 
52 Foto   copy   Job   Description   Marine   &   Logistic 
Operations Director atas nama A.H. Bramantya Putra 
12 lembar 
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5. Membebankan kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah 
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E. Pertimbangan Hakim 


































Putusan majelis hakim terhadap tindak pidana dumping limbah B3 ke 
media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri 
dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut: 
1. Telah terpenuhinya semua unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 




a. Setiap orang; 
Pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang 
teah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tindak pidana 




b. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hiup 
tanpa izin; 
Unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, 
maka unsur terpenuhi secara keseluruhan.
21
 
2. Hal-hal yang memberatkan: 
Dalam kasus ini, atas perbuatannya terdakwa tidak mendukung 
program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain 
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 Ibid., 59. 
20
 Ibid., 58-59. 
21
 Ibid., 59. 


































itu, bahaya limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dapat 
merusak/menganggu lingkungan/kesehatan makhluk hidup.
22
 
3. Hal-hal yang meringankan: 
Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah 
bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengakui 
perbuatannya. Selain itu, terdakwa telah melakukan pemanfaatan limbah B3 
berupa fly ash/bottom ash secara mandiri yang kemudian diolah menjadi 
paving blok dan melakukan kontrak kerja melalui pihak ketiga yaitu PT. 
Holcim serta PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara.
23
  
Dumping limbah B3 dilakukan ke lokasi yang tidak berijin 
dikarenakan over capacity terjadi di TPS berijin milik terdakwa sehingga 
ditempatkan pada area yang tidak berijin (yang lebih dekat dengan pembuatan 
area paving blok) yang telah dilapisi clay (tanah liat) agar tidak mudah 
terserapnya air dan dilengkapi dengan saluran parit yang mengalir menuju 
station point (pengelolaan air limbah).24  
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 Ibid., 69. 
23
 Ibid., 69. 
24
 Ibid., 69-70. 



































ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 526/Pid.Sus-
LH/2017 PN Trg 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017 
PN Trg dalam Hukum Positif 
 
Sejak tahun 2011, PT. Indominco Mandiri mendirikan PLTU/Power 
Plant dengan kapasitas 2x7 MW di areal konsesi tambang PT. Indominco 
Mandiri. PLTU tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional tambang 
batu bara. PLTU PT. Indominco Mandiri memiliki dua boiler dan dua turbin 
berbahan bakar batu bara dari hasil tambang yang berkualitas rendah dan 
tidak laku di pasaran. Waktu operasional PLTU tersebut selama 24 jam yang 
menghasilkan limbah berupa Fly ash dan bottom ash. Untuk menampung 
limbah tersebut, PT. Indominco Mandiri memiliki TPS (Tempat Pembuangan 
Sementara) yang berizin dari BLH Kabupataen Kutai Kartanegara. 
Sedangkan izin pemanfaatan sebesar 15% fly ash dan bottom ash menjadi 
paving block dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). Dikarenakan over capacity, pada Februari 2014-November 2015 
ditemukan tumpukan fly ash dan bottom ash sejumlah ± 4.000 ton di tempat 
terbuka dan berdekatan dengan area pembuatan paving block dengan dalih 
agar jarak pengangkutannya dekat. 


































Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-
LH/2017/PN TRG, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa PT 
Indominco Mandiri sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penutut umum, 
bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan dumping limbah tanpa izin. Pidana denda diterapkan oleh majelis 
hakim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak 
putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan 
disita dan dilelang. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa 
pengelolaan/pemanfaatan timbunan fly ash dan bottom ash secara mandiri 
dan dengan kontrak kerja perusahaan yang berizin. 
Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 
tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup 
yang baik. Selain itu, bahaya limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dapat 
merusak/menganggu lingkungan/kesehatan makhluk hidup. Pertimbangan 
majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya 
terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengakui perbuatannya. Selain 
itu, terdakwa telah melakukan pemanfaatan limbah B3 berupa fly ash/bottom 
ash secara mandiri yang kemudian diolah menjadi paving blok dan melakukan 
kontrak kerja melalui pihak ketiga yaitu PT. Holcim serta PT. Pengelolaan 
Limbah Kutai Kartanegara. Dumping limbah B3 dilakukan ke lokasi yang 
tidak berijin dikarenakan over capacity terjadi di TPS berijin milik terdakwa 
sehingga ditempatkan pada area yang tidak berijin (yang lebih dekat dengan 


































pembuatan area paving blok) yang telah dilapisi clay (tanah liat) agar tidak 
mudah terserapnya air dan dilengkapi dengan saluran parit yang mengalir 
menuju station point (pengelolaan air limbah). 
Menurut penulis terdapat beberapa ketidaksesuaian antara putusan 
majelis hakim dengan teori yang ada, antara lain: 
Pertama, dalam putusannya, majelis hakim menetapkan PT. 
Indominco Mandiri sebagai terdakwa dalam kasus dumping limbah B3 ke 
media lingkungan hidup tanpa izin. Menurut penulis, hal ini kurang tepat 
dikarenakan direktur tidak dapat melepaskan tanggung jawab pidana dalam 
tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup yang 
menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Direksi PT. Indominco 
Mandiri memiliki kewajiban dan kemampuan untuk melakukan pengawasan 
kegiatan korporasi termasuk kewajiban pelestarian lingkungan, salah satunya 
dengan pengelolaan dan/atau mengadakan kerjasama yang berizin dengan 
korporasi lain terkait pengelolaan limbah B3 sebagaimana ketentuan yang 
berlaku. 
Dalam hal ini, penulis menilai penggunaan pendekatan kesengajaan 
dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana dan prasarana 
menyebabkan terjadinya tindak pidana dumping limbah B3. Selain itu, 
pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban 
korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori power and acceptance 
sesuai penjelasan UU-PPLH.  Penulis menilai adanya keterkaitan korporasi 
maupun pengurus korporasi/direktur yang diwujudkan melalui actus reus dan 


































mens rea pelaku. Sehingga kedua subjek hukum tersebut wajib dimintai 
pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi sebagaimana yang diungkapkan 
Sutan Remi Sjahdeni. 
Kedua, majelis hakim menetapkan pidana tambahan berupa 
melakukan pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 berupa timbunan limbah B3 
fly ash dan bottom ash di dekat pembuatan paving block secara mandiri dan 
dengan kontrak kerja dengan perusahaan yang berizin. Menurut penulis, 
pidana tambahan berupa pemulihan fungsi lingkungan perlu diterapkan 
kepada terdakwa karena dumping limbah B3 yang dilakukan oleh PT. 
Indominco Mandiri memiliki dampak terhadap lingkungan sekalipun dalam 
konsentrasi yang sedikit. Fly ash dan bottom ash tetap bersifat toxic terhadap 
makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan hidup tidak hanya berbicara 
tentang generasi masa kini, namun generasi yang akan datang juga 
dipertaruhkan. 
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017 PN Trg   
 
PLTU berkapasitas 2x7 MW milik PT. Indominco Mandiri memiliki 
dua boiler dan dua turbin berbahan bakar batu bara digunakan untuk 
operasional pertambangan. Waktu operasional PLTU tersebut selama 24 jam 
yang menghasilkan limbah berupa Fly ash dan bottom ash. Untuk 
menampung limbah tersebut, PT. Indominco Mandiri memiliki TPS (Tempat 


































Pembuangan Sementara) yang berizin, sedangkan izin pemanfaatannya 
sebesar 15% fly ash dan bottom ash untuk diolah menjadi paving block. 
Dikarenakan over capacity, pada Februari 2014-November 2015 ditemukan 
tumpukan fly ash dan bottom ash sejumlah ± 4.000 ton di tempat terbuka dan 
berdekatan dengan area pembuatan paving block dengan dalih agar jarak 
pengangkutannya dekat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 
Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG, hakim menjatuhkan putusan kepada 
terdakwa bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan dumping limbah tanpa izin. Pidana denda diterapkan oleh majelis 
hakim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak 
putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan 
disita dan dilelang. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa 
pengelolaan/pemanfaatan timbunan fly ash dan bottom ash secara mandiri 
dan dengan kontrak kerja perusahaan yang berizin. 
Menurut penulis, dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup yang 
menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup termasuk ke 
dalam tindak pidana ketegori jari>mah ta’zi>r. Penerapan jari>mah ta’zi>r 
terhadap pelaku dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup dikarenakan 
tidak adanya ketentuan sanksi jari>mah secara eksplisit dalam Alquran dan 
Sunnah terhadap tindak pidana tersebut. Alquran hanya menyinggung 
prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan misalnya larangan 
pengrusakan di muka bumi dan larangan berlebih-lebihan dalam pemanfaatan. 


































Keberadaan ajaran tersebut sangat diakui oleh syara’ karena berimplikasi 
cukup jelas terhadap terakomodirnya kemaslahatan umat.  
Dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup berarti melanggar hak 
Allah dan hak manusia. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, 
pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar 
kemaslahatan umat dapat terwujud sehingga tumbuh rasa keadilan dalam 
segala aspek dan tidak terlepas dari ajaran Alquran dan Hadis.  
Hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam pengaturan 
upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satunya yaitu dalam 
pemulihan lingkungan hidup yang terdampak limbah B3. Menurut penulis, 
dalam penerapan hukuman, ulil amri juga perlu menerapkan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup terdampak limbah B3 dikarenakan hukum Islam mengatur 
demikian. Hal ini terdapat dalam suatu kaidah bahwa kemudharatan harus 
dihilangkan semampunya
1
. Selain itu juga terdapat suatu keterkaitan dengan 
maqa>s}id shari>’ah yaitu dengan menjaga al-kulliyya>t al-sitt.  
                                                          
1
 Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Prespektif…, 249. 







































Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan 
hal-hal sebagaimana berikut: 
1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusannya yaitu memperhatikan teori 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana dan teori 
yang dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeni, sehingga majelis hakim 
menetapkan PT Indominco Mandiri sebagai terdakwa dan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah 
B3 ke media lingkungan hidup. Terdakwa PT Indominco Mandiri telah 
terbukti melanggar 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dan dipidana dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 
(dua milyar rupiah). Selain menetapkan beberapa barang bukti dan 
membebankan biaya perkara terhadap terdakwa, hakim juga menjatuhkan 
pidana tambahan berupa pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 secara 
mandiri dan dengan kontrak kerja perusahaan yang berizin.  
2. Akibat kelalaiannya pengurus korporasi harusnya juga dinilai turut 
melakukan tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. 


































Selain itu, pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup juga 
hendaknya diterapkan sebab karakteristik fly ash dan bottom ash  bersifat 
toxic terhadap makhluk hidup dan lingkungannya sekalipun dalam 
konsentrasi yang relatif kecil. Dalam hukum pidana Islam, dumping 
limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk ke dalam tindak pidana 
ketegori jari>mah ta’zi>r. Penerapan jari>mah ta’zi>r terhadap pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi 
jari>mah yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. 
Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri 
dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa pengutamaan 
tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar 
kemaslahatan umat dapat terwujud. Selaras dengan hukum positif, di 
dalam hukum pidana Islam sanksi pemulihan fungsi lingkungan hidup 
juga perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana, sebab Islam telah 
mengatur demikian, yaitu kemudharatan harus dihilangkan semampunya, 
di samping juga terdapat suatu keterkaitan dengan maqa>s}id shari>’ah yaitu 




Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran 
sebagaimana berikut: 


































1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim alangkah baiknya 
mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan aspek 
penjeraan.  
2. Untuk Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan maksimal, 
salah satunya melakukan pemberian dan evaluasi bimbingan teknis serta 
pengawasan perizinan lingkungan hidup. 
3. Untuk masyarakat, sebagai wali dari bumi beserta isinya hendaknya turut 
menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan limbah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
4. Hendaknya pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam 
perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara lestari agar 
terwujudnya harmonisasi perikehidupan. 
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